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PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR   9   TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada daerah berupa pengujian kendaraan bermotor maka dipandang perlu terhadap kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi;



	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih;



	Mengingat
	:
	1.
	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);



	
	
	2.
	Undang-undang Nomor 14  tahun 1992 tentang lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

 

	
	
	3.
	Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



	
	
	4.
	Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);



	
	
	5.
	Undang-undang Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);



	
	
	6.
	Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);



	
	
	7.
	Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);



	
	
	8.


	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3539);



	
	
	9.
	Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ); 

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );

	
	
	12.
	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Pertauran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);




Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN  :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



	BAB I

	KETENTUAN UMUM



	Pasal 1



	
	
	Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan  :



	
	
	1.
	Kota adalah Kota Prabumulih.



	
	
	2.
	Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.



	
	
	3.
	Walikota adalah Walikota Prabumulih.



	
	
	4.
	Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.



	
	
	5. 
	Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.

	
	
	6.
	Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.



	
	
	7.
	Penguji adalah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Prabumulih yang mempunyai kualifikasi teknis tertentu dan telah mendapat legitimasi selaku penguji kendaraan bermotor.



	
	
	8.
	Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.



	
	
	9.
	Unit Pelaksana Penguji adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.



	
	
	10.
	Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.



	
	
	11.
	Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.



	
	
	12.
	Mobil Bus adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.



	
	
	13.
	Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang temasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.



	
	
	14.
	Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.



	
	
	15.
	Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya di tumpu oleh alat itu sendiri dan di rancang untuk  di tarik oleh kendaraan bermotor.



	
	
	16.
	Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang di rancang untuk di tarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.



	
	
	17.
	Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.



	
	
	18.
	Buku Uji adalah buku tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor.



	
	
	19.
	Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah di uji dengan hasil baik berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor kendaraan bermotor.



	
	
	20.
	Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus di penuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.



	
	
	21.
	Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan Usaha lainnya yang melakukan usaha dibidang Angkutan Jalan.



	
	
	22.
	Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.

 

	
	
	23.
	Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Pertauran Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah.



	
	
	24.
	Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.



	
	
	25.
	Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.



	
	
	26.
	Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selnjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.



	
	
	27.
	Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selnjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.



	
	
	28.
	Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Kota.



	
	
	29.
	Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi kota adalah Serangkaian tindakan yang dialkukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Kota yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



	
	
	30.
	Kas Kota adalah Kas Pemerintah Kota Prabumulih.


BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

	Pasal 2



	
	
	Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.



	Pasal 3



	
	
	(1)
	Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi :

	
	
	
	a.
	Mobil Bus

	
	
	
	b.
	Mobil Penumpang

	
	
	
	c.
	Kendaraan Khusus

	
	
	
	d.
	Mobil Barang

	
	
	
	e.
	Kereta Gandengan

	
	
	
	f.
	Kereta Tempelan

	
	
	(2)
	Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang nyata-nyata beroperasi dalam Kota dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah setempat.

	
	
	
	
	

	Pasal 4



	
	
	Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memproses pelayanan pengujian kendaraan bermotor.




BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

	Pasal 5



	
	
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di golongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.




	BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA



	Pasal 6



	
	
	Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas  frekuensi pengujian kendaraan bermotor.




	BAB V

	PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF



	Pasal 7



	
	
	(1)
	Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

	
	
	(2)
	Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan peralatan, biaya untuk memeriksa lampu-lampu serta perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan segel serta bulan uji.


	BAB VI

	STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF



	Pasal 8



	
	
	(1)
	Tarif retribusi di bedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

	
	
	(2)
	Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah.

	
	
	(3)
	Besarnya tarif ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya pengujian yang ditetapkan oleh menteri Perhubungan

	
	
	(4)
	Struktur besarnya rarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :


	No
	JENIS KENDARAAN
	RETRIBUSI UJI BERKALA
	BIAYA PENDAFTARAN
	BUKU UJI
	PLAT UJI DAN PERLENGKAPAN
	JASA PENGUJI BERKALA (SK MENHUB DIRJEN HUBDAR NO AJ.402 /1/12/DJRD/2001 TANGGAL 28-03-2001
	JUMLAH

	1.
	Mobil Bus
	Rp. 42.000,-
	Rp. 2.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 6.000,-
	Rp. 60.000,-

	2.
	Mobil Barang
	Rp. 42.000,-
	Rp. 2.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 6.000,-
	Rp. 60.000,-

	3.
	Kend Khusus
	Rp. 42.000,-
	Rp. 2.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 6.000,-
	Rp. 60.000,-

	4.
	Mobil Penumpang
	Rp. 41.000,-
	Rp. 2.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 5.000,-
	Rp. 6.000,-
	Rp. 59.000,-

	5.
	Kereta Gandengan
	Rp. 41.000,-
	Rp. 2.000,-
	Rp. 2.500,-
	Rp. 2.500,-
	Rp. 6.000,-
	Rp. 54.000,-

	6.
	Kereta Tempelan
	Rp. 41.000,-
	Rp. 2.000,-
	Rp. 2.500,-
	Rp. 2.500,-
	Rp. 6.000,-
	Rp. 54.000,-


Keterangan :

Jasa penguji berkala ( SK Menhub Dirjen Hubdar No.

AJ. 402 / 1 / 12 / DRJ / 2001 tanggal 28 Maret 2001 

terdiri dari :

PEMBUATAN / PERBAIKAN


PEMERIKSAAN

· Pengecatan tanda samping


*   Peralatan kendaraan

· Pengetokan chasis 



*   System kemudi

· Pengetokan plat uji



*   AS dan Suspensi

· Pemasangan segel  plat uji


*   Ban dan pelek

· Perbaikan lampu-lampu



*   Rangka dan body

· Perbaikan kabel-kabel



*   System rem dan mesin

( Kepmenhub No. 71 TH 1993 )


*   System transmisi

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

	
	
	Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pengujian kendaran bermotor di laksanakan.




BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

	
	
	(1)
	Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.

	
	
	(2)
	Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

	
	
	(3)
	Keterlambatan pembayaran dikenakan sangsi administrasi berupa denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari retribusi uji terutang.

	
	
	(4)
	Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke kas Daerah melalui bendaharawan penerima Dinas Perhubungan.


Pasal 11

	
	
	(1)
	Pemungutan retribusi kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

	
	
	(2)
	Kepada Instansi Pemungut/Unit Pengelola dan instansi terkait lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar  5 % dari hasil Pungutan Retribusi.

	
	
	(3)
	Pembagian biaya pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


BAB IX

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

	(1)
	Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

	(2)
	Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.


BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

	(1)
	Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah).

	(2)
	Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

	(3)
	Denda dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.


BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 14

	(1)
	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

	(2)
	Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : 

	
	a.
	Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

	
	b.
	Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

	
	c.
	Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

	
	d.
	Memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

	
	e.
	Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

	
	f.
	Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

	
	g.
	Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

	
	h.
	Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

	
	i.
	Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

	
	j.
	Menghentikan Penyidikan

	
	k.
	Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

	(3)
	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.


Pasal 16

	
	
	Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



	
	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih. 



          Ditetapkan    di   Prabumulih


          pada tanggal 10 September 2003








      WALIKOTA PRABUMULIH



                        RACHMAN DJALILI 

Diundangkan di Prabumulih

pada tanggal  25 September 2003

    SEKRETARIS DAERAH

     KOTA PRABUMULIH

     HASBULLAH KEMIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 21 SERI C 

